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ABSTRAK

Ibrahim, Maulana Hasan. 2024. Pemenuhan Hak
Konstitusional Perempuan Atas Perlindungan Kekerasan Seksual di
Perguruan Tinggi (Studi di UIN K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan). Skripsi. Dosen Pembimbing Dr. Trianah Sofiani, S.H.,
M.H.

Dalam kampus Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman
Wahid Pekalongan, menurut pengamatan peneliti yang terhimpun dari
beberapa informasi beberapa tahun kemarin banyak kasus kekerasan
seksual yang terjadi di kampus UIN K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan, seperti halnya kasus secara umum yang terjadi di kampus
UIN K.H. Abdurrahman wahid Pekalongan yaitu bersiul terhadap salah
satu mahasiswi, kemudian ada juga yang merayu, serta kasus yang
sering terjadi menatap mahasiswa dengan tatapan yang tidak biasa.
Semuanya yang telah diamati rata-rata yang menjadi korban adalah
mahasiswi. Banyak mahasiswa yang melakukan pendidikan di
universitas mengalami pelecehan seksual selama masa belajarnya di
universitas tersebut. Hal ini kemudian dapat mengakibatkan
menurunnya kualitas dari kesehatan mental, fisik dan dampaknya
sampai ke hasil akademisnya. Efek negatif sebagai akibat dari korban
pelecahan sekssual adalah depresi, post traumatic stress disorder
(PTSD), rasa malu, penggunaan alkohol hingga mengganggu proses
belajar selama melaksanakan proses pendidikan. Penelitian ini
merupakan penelitian yuridis empiris (hukum sosiologis). Pendekatan
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan
perundang-undangan (statute approach), Pendekatan konsep hukum
(conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Sumber
bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini
adalahmeliputi bahan hukum primer danbahan hukum sekunder.

Pada kampus UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan sudah
memiliki lembaga yang bergerak untuk menciptakan kampus bebas dari
kekerasan seksual, yaitu lembaga Pusat Studi Gender dan Anak
(PSGA) UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. PSGA UIN K.H.
Abdurrahman Wahid Pekalongan sampai saat ini masih menjalankan
tugas pokok dan fungsi yaitu salah satunya mengawal kekerasan
seksual yang terjadi di kampus. Karena sejak dimasukan sebagai
lembaga struktural kampus, PSGA sudah menerima 12 kasus kekerasan
yang ada di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang menjadi
korban seringnya adalah seorang perempuan.
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Dalam perlindungan kekerasan seksual di UIN K.H.
Abdurrahman Wahid Pekalongan tertuang didalam SK Rektor Nomor
773 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan
Kekerasan Seksual di Institut Agama Islam Negeri Pekalongan atau
yang sekarang sudah bertransisi ke UIN K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan.

Kata kunci:Hak konstitusional, Kekerasan seksual, Pendidikan.
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ABSTRACT

Ibrahim, Maulana Hasan.2024. Fulfillment of Women’s
Constitutional Rights to Protection from Sexual Violence in College
(Studied at the K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University
Pekalongan). Thesis. Supervisor Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

On the campus of the K.H. State Islamic University.
Abdurrahman Wahid Pekalongan in recent years, according to
researchers' observations gathered from several pieces of information,
there were many cases of sexual violence that occurred on the campus,
as well as cases in general that occurred on the UIN K.H. campus.
Abdurrahman wahid Pekalongan, namely whistling at one of the
students, then there was also someone who flirted, and there were
frequent cases of looking at students with unusual gazes. In all cases
that have been observed, the average number of victims is female
students. Many students studying at universities experience sexual
harassment during their studies at these institutions. This can then
result in a decline in the quality of mental and physical health and its
impact on academic results. The negative effects resulting from victims
of sexual harassment are depression, post-traumatic stress disorder
(PTSD), shame, alcohol use and disrupting the learning process during
the educational process. This research is empirical juridical research
(sociological law). The research approaches used in this research are
the statutory approach, the conceptual approach, and the case
approach. Sources of legal materials used in writing this law include
primary legal materials and secondary legal materials.

On the campus of UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
already has an institution that is working to create a campus free from
sexual violence, namely the Center for Gender and Child Studies
(PSGA) UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. PSGA UIN K.H.
Abdurrahman Wahid Pekalongan is currently still carrying out his
main duties and functions, one of which is guarding against sexual
violence that occurs on campus. Because since being included as a
campus structural institution, PSGA has received 12 cases of violence
at UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, the victim is often a
woman.

In the protection of sexual violence at UIN K.H. Abdurrahman
Wahid Pekalongan is stated in the Chancellor's Decree Number 773 of
2020 concerning Guidelines for Preventing and Handling Sexual



Violence at the Pekalongan State Islamic Institute or which has now
transitioned to UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Keywords: Constitutional rights, Education, Sexual violence.
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Kekerasan seksual merupakan tindakan seksual secara
fisik maupun non fisik oleh seseorang yang memiliki kekuasaan
atas korban dengan tujuan memenuhi hasrat seksual pelaku
yang tidak dikehendaki oleh korban.* Menurut Komisi Nasional
Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan),
terdapat konsep moralitas terkait perempuan yang berkembang
di tengah masyarakat.” Berdasarkan Lembar Catatan Tahunan
(CATAHU) 2023 yang dirilis oleh Komnas Perempuan, di
ranah komunitas, salah satunya adalah lingkungan pendidikan
terdapat 289.111 kasus pelecehan seksual. Di awal tahun 2018
terdapat 72 persen pengaduan yang diterima oleh Komisi
Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) atas tindakan kekerasan
yang terjadi di dunia akademik. Pelecehan seksual merupakan
bagian dari diskriminasi seksual.

Dalam kampus Universitas Islam Negeri K.H.
Abdurrahman Wahid Pekalongan di beberapa tahun kemarin,
menurut peneliti yang melakukan observasi di kampus dan
terhimpun dari beberapa informasi bahwa banyak laporan
mengenai kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus
tersebut, seperti halnya kasus secara umum yang terjadi di
kampus UIN K.H. Abdurrahman wahid Pekalongan vyaitu
bersiul terhadap salah satu mahasiswa, kemudian ada juga yang
merayu, serta kasus yang sering terjadi menatap mahasiswa
dengan tatapan yang tidak biasa. Semuanya yang telah diamati
rata-rata yang menjadi korban adalah mahasiswi.’

! Ekawati, dkk, “Pembentukan Kelompok Anti Kekerasan Seksual Anak
(KAKSA) Pada Komunitas Kader di Desa Sanur Kaja Denpasar”, diakses pada 9
September 2022.

2 Komnas Perempuan, 15 “Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan”, h.
13.

* Observasi Maulana Hasan I. tahun 2017-2019 di IAIN Pekalongan.



Unsur-unsur pelecehan seksual yaitu® :

1. Tindakan-tindakan fisik dan/atau nonfisik;

2. Berkaitan dengan seksualitas seseorang; dan

3. Mengakibatkan seseorang merasa terhina, terintimidasi,
direndahkan, dan/atau dipermalukan.

Terkait pelecehan seksual setidaknya ada 3 mahasiswa
yang sudah melapor ke ULT Setara di UIN K.H. Abdurrahman
Wahid Pekalongan, namun sudah menjadi kebiasaan mahasiswa
melakukan pelecehan seksual yang sepele seperti bersiul,
menatap dengan tatapan tidak biasa, dan juga ada yang merayu.’
Hal ini kemudian dapat mengakibatkan menurunya kualitas dari
kesehatan mental, fisik dan dampaknya sampai ke hasil
akademis mahasiswa. Efek negatif sebagai akibat dari korban
pelecahan sekssual adalah depresi, post traumatic stress
disorder (PTSD), rasa malu, penggunaan alkohol hingga
mengganggu proses belajar selama melaksanakan proses
pendidikan. Penanganan kasus kekerasan seksual di kampus
cukup kompleks, tidak saja terkait dengan aturan mekanisme
pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual, tetapi juga
dengan birokrasi dan kualitas sumber daya manusia. Birokrasi
yang kondusif akan mendukung terwujudnya lingkungan
kampus yang ramah gender dan tidak adanya kekerasan seksual,
sebaliknya birokrasi yang rumit dan terbelit-belit akan
menyebabkan terjadinya pengabaian korban kekerasn seksual
atas nama baik kampus.®

Aturan mengenai pencegahan dan penanggulangan
kekerasan seksual di kampus merupakan bentuk konkrit serta
komitmen lembaga untuk menciptakan lingkungan kampus
yang ramah gender dan bebas dari kekerasan seksual. Hal ini
seperti contoh realitanya dilapangan atau didalam kampus

* Naskah Akademik Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, h. 96.

> Wawancara kepala PSGA UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 10
agustus 2023.

® Karnindita, Petrisia, 2017. Tariq Ramadhan dan Kekerasan Seksual di Dunia
Akademik, https://tirto.id/tarig-ramadan-dan-kekerasan-seksual-di-dunia-akademik-
czLF, diakses pada 18 November 2022.


https://tirto.id/tariq-ramadan-dan-kekerasan-seksual-di-dunia-akademik-czLF
https://tirto.id/tariq-ramadan-dan-kekerasan-seksual-di-dunia-akademik-czLF
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sesuai pengamatan peneliti yaitu adanya Lembaga Pusat Studi
Gender dan Anak di UIN K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan itu didirikan bukan hanya formalitas mengikuti
aturan saja tetapi memang untuk menjadi ruang aman bagi
korban pelecehan seksual dikampus. Tidak bisa dipungkiri,
dalam perkuliahan biasa banyak celah yang bisa dilakukan oleh
pihak kampus ataupun mahasiswa untuk melaksanakan aksi
pelecehan seksual tersebut, seperti halnya bersiul, merayu, atau
memandang seseorang dengan tatapan yang tidak biasa.
Peraturan tersebut menjadi payung hukum jika terjadi kasus
kekerasan seksual di kampus. Berbagai steakholder dan civitas
akademik atau seluruh warga kampus juga memahami tugas dan
peran masing-masing dalam upaya pencegahan terjadinya
seksual diperguruan tinggi. Dalam konteks UIN K.H.
Abdurrahman Wahid Pekalongan, aturan tentang kekerasan
seksual diatur dalam Keputusan Rektor Nomor 773 Tahun 2020
Tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan
Seksual di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Keputusan rektor ini didasarkan pada pertimbangan bahwa
Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) memeberikan
perlindungan atas pribadi, kehormatan, martabat dan rasa aman
bagi warga kampus atau civitas akademika dari praktik
kekerasan seksual’. Disisi lain, kekerasan seksual merupakan
kejahatan terhadap martabat manusia dan melanggar Hak Asasi
Manusia (HAM) yang bertentangan dengan konstitusi negara
Indonesia serta tujuan pendidikan tinggi.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah
dijelaskan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan
penelitian dan menuangkannya dalam sebuah skripsi yang
berjudul  “PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL
PEREMPUAN ATAS PERLINDUNGAN KEKERASAN

" Lihat dalam Keputusan Rektor Nomor 773 Tahun 2020 Tentang Pedoman
Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di UIN K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan.



SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI (STUDI DI UIN
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN)”.
B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan atas
Perlindungan Kekerasan Seksual di UIN K.H. Abdurrahman
Wahid Pekalongan ?

2. Apa Faktor-Faktor  Penghambat Pemenuhan  Hak
Konstitusional Perempuan atas Perlindungan Kekerasan
Seksual di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan ?

C. Tujuan
Berdasarkan pokok masalah yang telah dirumuskan
diatas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk Menjelaskan dan Menganalisis Pemenuhan Hak
Konstitusional Perempuan atas Perlingdungan Kekerasan
Seksual di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

2. Untuk Menjelaskan dan Menganalisis Faktor-Faktor yang
Penghambat Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan
atas Perlindungan Kekerasan Seksual di UIN K.H.
Abdurrahman Wahid Pekalongan.

D. Manfaat
1. Teoritik

Diharapkan hasil penelitian ini dapat ilmu serta
wawasan, terutama terkait bidang Hukum Tatanegara dalam
tatanan teoritis pada masalah pemenuhan hak konstitusional
perempuan atas perlindungan kekerasan seksual di UIN
K.H. Abdurrahman Wahid serta mengetahui hambatan
terkait pemenuhan hak konstitusional tersebut.

2. Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diupayakan agar
memberikan kontribusi kepada semua pihak yang berkaitan
dengan penelitian ini yaitu Pertama Pemerintah. Penelitian
ini  diharpkan dapat berkontribusi pemikiran bagi
pemerintah supaya ada penegakan hukum yang konkrit
dalam memberantas kekerasan seksual di lingkungan
pendidikan agar pemenuhan hak konstitusional perempuan



5

dapat ditegakkan. Kedua UIN K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan
sumbangsih pemikiran bagi kampus dalam hal pemenuhan
hak konstitusional perempuan atas kekerasan seksual.

Ketiga Mahasiswa.

Penelitian

ini

diharapkan dapat

berkontribusi pemikiran bagi mahasiswa untuk mendalami
tentang pemenuhan hak konstitusional perempuan atas
kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan
terkait dengan pencegahan dan penanganan jika terjadi
kekerasan seksual di perguruan tinggi.

E. Tinjauan Pustaka
Agar dapat menjadi bahan pertimbangan pada setiap
penelitian, seseorang perlu untuk mengkaji terlebih dahulu
karya-karya ilmiah orang-orang terdahulu yang meneliti sesuatu
hal yang terkait dengan penelitian yang akan ditelitinya. Untuk
itu peneliti telah mengkaji beberapa tulisan-tulisan atau karya
ilmiah tentang permasalahan penanganan kekerasan seksual di
lingkungan perguruan tinggi, referensi tersebut antara lain yaitu
dalam tabel berikut :

No | Penelitian Persamaan Perbedaan Teori yang
digunakan
1 | Penelitian Penelitian Perbedaanya Teori yang
Karya  Siti | tahun 2018 ini | dengan penelitian | digunakan
Amira dengan yang dilakukan | adalah  teori
Hanifah yang | penelitian penulis yaitu | kekerasan
berjudul penulis penelitian karya | seksual.
“Wacana persamaan Siti Amira Hanifah
Kekerasan terletak fokus | ini pengkajian
Seksual  di | pengkajian kekerasan seksual
Dunia terkait dalam kontek
Akademik kekerasan media.
Pada Media | seksual.
Online”®
2 | Penelitian Persamaan Perbedaan Teori yang

8Siti Amira Hanifah, “Wacana Kekerasan Seksual di Dunia Akademik Pada
Media Online”, Skripsi Fakultas Ilmu Dakwah dan IImu Komunikasi Universitas
Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, (2018).




Karya penelitian yang | penelitian yang | digunakan
Christin dilakukan dilakukan penulis | adalah  teori
Natalia penulis  yaitu | yaitu bahan kajian | perlindungan
Hutagaol terletak  pada | hukum yang | hukum dan
yang fokus dilakukan berbeda | teori hak asasi
berjudul pengkajin yaitu antara | manusia.
“Perlindunga | terhadap Peraturan ~ Mentri
n Hukum | kekerasan Pendidikan
Bagi Korban | seksual yang | sedangkan penulis
Kekerasan terjadi di | mengkaji  terkait
Seksual  di | lingkungan pemenuhan hak
Perguruan kampus. konstitusionalnya.
Tinggi
Berdasarkan
Permendikbu
d Nomor 30
Tahun
20217

3 | Penelitian Persamaan Perbedaannya Teori yang
Karya dengan adalah  peneitian | digunakan
Masayu penelitian ini | karya Masayu | adalah teori
Dewi Puspa | yaitu  sama- | Dewi Puspa Lestari | kekerasan
Lestari yang | sama lebih mengarah ke | seksual.
berjudul memfokuskan | perlindungan
“Pelaksanaan | penelitian ke | korban pelecehan
Perlindungan | pelecehan seksual  sedangan
Terhadap seksual. yang ditulis
Perempuan penelitian kali ini
Korban yaitu  pemenuhan
Pelecehan hak konstitusional
Seksual i perempuan atas
Kota perlindungan
Palembang”. kekerasan seksual
10 yang terjadi di

®Christin Natalia Hutagaol, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan
Seksual di Perguruan Tinggi Berdasarkan Permendikbud Nomor 30 Tahun 20217,
Skripsi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Jakarta, Jakarta, (2022).

%Masayu Dewi Pusa Lestari, “Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Perempuan
Korban Pelecehan Seksual di Kota Palembang”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya Indralaya, (2020).




\ | | Perguruan tinggi. |

F. Kerangka Teori

Teori yang dipergunakan untuk analisis dalam penelitian
ini antara lain yaitu teori negara kesejahteraan dan teori
perlindungan hukum. Adapun penjelasan singkatnya yaitu
sebagai berikut :

Teori negara kesejahteraan (welvaartsstaat, welfare
state) mulai pertama kali dimunculkan setelah berakhirnya
perang dunia Il. Konsep ini erat kaitanya dengan kondisi sosial,
politik, dan ekonomi masyarakat yang mengalami masa suram
akibat gagalnya sistem politik dan ekonomi kapitalis yang bebas
dengan bertumpu pada konsep negara hukum liberal. Ultrecht
mengemukakan bahwa suatu negara semacam itu yang umum
dikenal sebagai tipe negara liberal, dimana negara berperan dan
bertindak sebagai “negara penjaga malam” (nachtwakerstaat).'*

Teori perlindungan hukum adalah upaya melindungi
kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak
asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam
rangka kepentingannya tersebut.

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan
terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara
hukum  berdasarkan  pancasila  haruslah  memberikan
perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu
perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan
perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai
makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara
kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi
mencapai kesejahteraan bersama.

G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis
dalam melakukan penelitian ini yaitu penelitian yuridis

' Aminudin Ilmar, “Hak menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN?”,
(Jakarta : Kencana, 2012), h. 14.



empiris.? Penelitian yuridis empiris adalah jenis penelitian
hukum sosiologis dan dapat juga dikatakan sebagai penelitian
secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang
berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan
masyarakat.”> Atau dalam istilah lain yaitu suatu penelitian
yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan
nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud
mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang
dibutuhkan.
2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipergunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan
(statuta approach) karena yang diteliti adalah berbagai
aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral
suatu penelitian dan pendekatan konseptual (conceptual
approach) yaitu mengkaji pandangan-pandangan doktrin
hukum yang berkembang di dalam ilmu hukum.**
Pendekatan kasus (case approach) dilakukan dengan cara
melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan
dengan isu yang dihadapi, dalam artian nyata dan meneliti
bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.
Pendekatan kualitatif (qualitative approach) vyaitu satu
metode ilmiah yang beroperasi menurut hukum-hukum kerja
satu ilmu pengetahuan.

3. Sumber Data Penelitian

Data Primer yaitu data yang didapat langsung dari
mahasiswa sebagai sumber pertama dengan melalui
penelitian lapangan®. Memperoleh data primer dari

2 Abdulkadir Muhammad, “Hukum dan Penelitian Hukum?”, (Bandung: Citra
Aditya Bakti, 2004), h. 134.

3 Bambang Waluyo, “Penelitian Hukum Dalam Praktek”, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2002), h. 15.

14 Jhony Ibrahim,“Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normative”,
(Malang: Media Publishing, 2007), h. 300.

BJuliansyah Noor, “Metode Penelitian”, (Jakarta: Kencana Prenadamedia
Group, 2011), h. 254.
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penelitian lapangan dapat dilakukan dengan berbagai cara,
baik melalui pengamatan (observasi) serta wawancara.
Sumber data primer didapat dari wawancara kepada Kepala
PSGA UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan serta
Mahasiswa mengenai penelitian yang akan dilakukan.®

Data Sekunder merupakan data yang mendukung data
utama atau memberikan keterangan atas bahan hukum
primer. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari
dokumentasi, vyaitu teknik pengumpulan data yang
dikumpulkan dengan cara pengumpulan sumber-sumber
yang berasal dari buku, literatur, dan dokumentasi seperti
keputusan ataupun informasi pimpinan atau lembaga
tentang suatu kebijakan serta pendapat dari kalangan pakar
hukum sepanjang relevan dengan objek kajian penelitian
dan bahan-bahan hukum lainnya.}” Dalam sumber data
sekunder ini, peneliti menggunakan dua bahan hukum yaitu:
1. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang
bersifat autoritatif,"® artinya mempunyai otoritas atau
kewenangan tertentu. Bahan-bahan hukum primer terdiri
dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau
risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan
putusan-putusan hakim.*® Dalam penelitian ini, sumber
hukum primer yang digunakan yaitu Undang-Undang
Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang
12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan
Seksual, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam
Nomor 5494 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pencegahan

16 Bambang Sunggono, “Metode Penelitian Hukum”, (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2007), h.17

7 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, “Metodologi Penelitian” (Jakarta: PT.
Bumi Aksara, 2003), h. 1.

8 Tatang M. Amirin, “Penyusunan Rencana Penelitian” (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 1995), h. 132.

19 peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, (Jakarta: Kencana, 2014), h.
181.
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dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pada Perguruan
Tinggi Keagamaan Islam dan Keputusan Rektor Nomor
773 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan
Penanganan Kekerasan Seksual di UIN K.H.
Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini
berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan
merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang
hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum,
jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atau respon
atas putusan pengadilan.”

Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang
digunakan yaitu skripsi, tesis, jurnal, artikel, buku, dan
lain sebagainya. Disisi lain, penulis menggunakan
insiklopedia hukum, kasus-kasus hukum yang sudah
terjadi sebelumnya, sehingga penelitian yang dilakukan
memiliki kajian pustaka yang relevan dan komprehensif.

Bahan-bahan hukum sekunder lainnya dalam
penelitian ini bisa terdiri dari beberapa buku-buku
mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat,
kebudayaan atau laporan-laporan penelitian yang ada
relevansinya dengan topik atau fokus penelitian ini.
Bahan-bahan ini dimaksudkan untuk memperkaya dan
memperluas serta mempertajam literature kajian.*

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam

penelitian ini yaitu dengan wawancara (interview) terhadap
responden untuk memberikan jawaban beberapa pertanyaan
yang ditentukan oleh peneliti dan studi kepustakaan yang
diperoleh melalui bahan-bahan tertulis seperti buku-buku,

% Bambang Sunggono, “Metodologi Penelitian Hukum”,(Jakarta: PT Raja

Grafindo Persada, 1998), h. 195.

204.

“Ipeter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, (Jakarta: Kencana, 2014), h.
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dokumen atau literatur yang berkaitan dengan penelitian
ini.?
Dalam penelitian ini menggunakan dua metode
pengumpulan data yaitu sebagai berikut :
a. Studi Dokumentasi
Studi dokumentasi digunakan untuk memperoleh
bahan hukum. Metode dokumentasi merupakan teknik
pengumpulan data dengan mempelajari data-data yang
telah didokumentasikan.
b. Wawancara
Metode wawancara atau interview merupakan
proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian
dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka atau
menggunakan media lainnya antara pewawancara
dengan responden atau orang yang di wawancarai,
dengan atau menggunakan pedoman (guide) wawancara
sehingga didapat data informatik yang otentik.
Wawancara yang dilakukan yaitu kepada Lembaga
Layanan Unit Terpadu Pencegahan dan Penanganan
Kekerasan Seksual di Lingkungan UIN K.H.
Abdurrahman Wahid Pekalongan serta mahasiswa.
Dimana wawancara kepada kepala PSGA dilakukan
dengan tatap muka secara tertutup menggunakan daftar
pertanyaan sebagai pedoman. Sedangkan wawancara
kepada mahasiswa dilakukan secara online
menggunakan form dimana mahasiswa mengisi form
tentang pengetahuan kekerasan seksual dan saran
terhadap PSGA.
5. Lokasi Penelitian
Lokasi atau tempat yang digunakan untuk penelitian
dilaksanakan di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
Kabupaten Pekalongan. Alasanya peneliti memilih lokasi

*Burhan Bungin, “Analisis Data Penelitian Kualitatif’, (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2007), h. 15.
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tersebut adalah karena memang dalam lokasi penelitian
terdapat beberapa kasus mengenai kekerasan seksual yang
sudah menjadi kebiasaan seperti halnya bersiul, merayu, atau
menatap korban dengan nuansa seksual. Kemudian di UIN
K.H. Abdurrahman Wahid belum mensosialisasikan
mengenai peraturan menteri pendidikan Nomor 30 tahun
2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual
di lingkungan perguruan tinggi.
6. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara mengorganisir
data yang diperoleh kedalam sebuah kategori, menjabarkan
data kedalam unit-unit, menganalisis data yang penting,
menyusun atau menyajikan data yang sesuai dengan masalah
penelitian dalam bentuk laporan dan membuat kesimpulan
agar mudah dipahami.

Sesuai dengan jenis penelitian di atas, maka peneliti
menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman
untuk menganalisis data hasil penelitian. Aktivitas dalam
analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan
berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga
datanya sudah jenuh.?

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam sistematika penulisan skripsi ini terdapatlima bab
yang terdiri dari:

Bab pertama, pendahuluan yang memuat Latar Belakang
Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat
Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika
Penulisan.

Bab kedua, menguraikan mengenai kerangka teori dan
konsep-konsep yang dipakai dalam menganalisa penelitian yang
akan dilakukan.

» Bambang Sunggono, “Metodologi Penelitian Hukum” (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 1998), h. 200
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Bab ketiga, berisi hasil penelitian yang dimaksud yaitu
menguraikan mengenai kekerasan seksual dan perlindungan
kekerasan seksual di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Bab keempat, berisi pembahasan penelitian, Bab ini berisi
Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan Atas Perlindungan
Kekerasan serta Faktor Penghambat Pemenuhan Hak
Konstitusional Perempuan atas Perlindungan Kekerasan Seksual
di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Bab kelima, penutup yang memuat kesimpulan dan
saran yang berkaitan dengan pembahasan.



BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

1. Pemenuhan hak konstitusional perempuan atas perlindungan
kekerasan seksual yang tertulis di dalam SK Rektor Nomor 773
Tahun 2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan
Kekerasan Seksual di UIN K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan Pertama, tindakan preventif. Tindakan ini dilakukan
untuk mencegah kekerasan seksual sebelum ada kejadian
kekerasan seksual terhadap korban yang ada di dalam kampus.
kedua, Ruang nyaman bagi korban kekerasan seksual. Ketiga,
Pendampingan korban kekerasan seksual supaya pelaku
kekerasan seksual mendapatkan sanksi yang seadil-adilnya.
Menurut saya dan beberapa mahasiswa yang saya wawancarai
secara online aturan tersebut sudah dilaksanakan dengan baik,
namun tentunya juga ada faktor penghambat yang menyebabkan
masih ada beberapa kasus kekerasan seksual yang terjadi di
kampus. Aturan tersebut sudah cukup mampu melindungi korban
kekerasan seksual beberapa mahasiswa juga masih menganggap
kekerasan seksual itu aib bagi korban sehingga korban enggan
melaporkan kepada pihak kampus.

2. Faktor yang menjadi penghambat pemenuhan hak konstitusional
perempuan atas perlindungan kekerasan seksual di UIN K.H.
Abdurrahman Wahid Pekalongan yaitu Budaya patriarki menjadi
penghambat dalam menanggulangi kasus-kasus kekerasan
seksual di kampus karena stigma atau nilai pikiran mengenai
patriarki sudah mengakar sehingga untuk mengajak orang banyak
untuk solid dalam menyamaratakan terkait gender itu sangat sulit,
Penilaian buruk ketika mencuatnya kasus kekerasan seksual di
kampus, minimnya anggaran, Kurangnya sosialisasi Yyang
dilakukan oleh lembaga penanganan kekerasan seksual, dan
Intervensi atau ancaman terhadap korban.

56
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B. Saran

1. Dalam kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus UIN K.H.
Abdurrahman Wahid Pekalongan seharusnya didukung dari
berbagai pihak agar korban merasa ada dorongan moral untuk
melaporkan kejadian kekerasan seksual ke Unit Layanan Terpadu
Setara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Serta
memberikan sanksi terhadap para pelaku kekerasan seksual yang
masih ada didalam lingkungan UIN K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan dengan minimum sanksi dikeluarkan dari kampus
tersebut. Serta penjatuhan sanksi tidak pandang bulu, entah
pelaku dari mahasiswa sendiri ataupun pejabat Universitas.
Menurut Muchsan Negara bertujuan mensejahterakan kehidupan
warganya secara merata dan Negara dituntut untuk memberikan
pelayanan sebaik-baiknya dan seluas-luasnya kepada masyarakat.
Teori ini sangat bermanfaat bagi kaum perempuan khususnya
mahasiswi karena dalam teori ini mengutamakan asas kesetaraan
gender. Pelayanan yang diberikan ULT Setara juga harus
maksimal dan juga penegakan hukum harus secara adil tidak
pandang bulu tidak hanya menguntungkan salah satu pihak saja.

2. Mendorong kegiatan pencegahan kekerasan seksual yang
dilakukan oleh Unit Layanan Terpadu Setara UIN K.H.
Abdurrahman Wahid Pekalongan dengan meningkatkan anggaran
kegiatan. Kemudian kampus berani me blow up kasus kekerasan
seksual yang terjadi dan tentunya memberikan sanksi seadil-
adilnya tanpa ada latar belakang kepentingan apapun kecuali
kepentingan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang
aman dan bebas dari kekerasan seksual.

C. Limitasi (keterbatasan)

Penulis membatasi diri pada kajian Pemenuhan Hak
Konstitusional Perempuan atas Perlindungan Kekerasan Seksual di
Universitas Islam Negeri Pekalongan. Oleh karena itu penulis tidak
dapat lebih mendalam terkait bagaimana sosiologis kekerasan
seksual di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Kemudian
PSGA juga merahasiakan data laporan tindakan kekerasan seksual,
penulis hanya mendapatkan jumlah laporan tindakan kekerasan
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seksual yang berjumlah 12. Oleh karenanya penulis tidak maksimal
dalam menuliskan data terkait kekerasan seksual yang terjadi di UIN
K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
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